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Abstrak

Smart city atau kota cerdas merupakan konsep yang mengacu kepada sistem ide-ide tentang
pembangunan kota ataupun kabupaten yang melibatkan penerapan teknologi dan inovasi program-
program kedalam dimensi pemerintahan, ekonomi, masyarakat, branding kota, kehidupan, dan
lingkungan. Namun, menjadi sebuah pertanyaan mengenai darimana konsep ini berasal dan mengapa
pemerintah daerah Kabupaten Karo mengadopsi konsep asing ini ke kinerja pemerintahan.Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis induktif. Hasil dari
penelitian ini menemukan bahwa konsep-konsep dalam pembangunan Smart City pada dimensi Smart
City Kabupaten Karo merupakan kebijakan yang ditransfer dari luar dan sepenuhnya diadopsi
pemerintahan daerah Kabupaten Karo beserta keseluruhan kerangka pemikiran dan modelnya namun
program-program pelaksanaannya tetap bersumber dari aparat daerah sendiri. Sebagai kesimpulan,
pembangunan Smart City di suatu pemerintahan daerah ke depannya sangat ditentukan oleh
bagaimana pihak pejabat publik yang berkepentingan mendefinisikan Smart City.

Kata Kunci: Smart City, Smart Governance, Transfer Kebjjakan
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Abstract

Smart city is a concept that refers to a system of ideas about city or district development that involves
the application of technology and inovation programs into the dimensions of government, economy,
society, city branding, life, and the environment. However, it becomes a question of where this concept
comes from and why the local government of Karo Regency adopts this foreign concept to government
performance. This research uses a descriptive qualitative research method with an inductive analysis
approach. The results of this study found that the concepts in the development of Smart City in the
Smart City dimension of Karo Regency are policies transferred from outside and fully adopted by the
Karo Regency local government along with the entire framework and model but the implementation
programs are still sourced from the local apparatus itself. As conclusion, The main finding is that the
description of how Smart City in a local government in the future is largely determined by how interested
public officials define Smart City.

Keywords: Smart City, Smart Governance, Policy Transfer

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan smart city di Kabupaten Karo merupakan upaya untuk
menjalankan amanat dari Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang dimana Pasal 388
menyangkut tentang inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil
negara, perangkat daerah, dan anggota masyarakat. Sebagai hasilnya, pemerintah
kabupaten Karo telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 yang
dikeluarkan pada 16 Desember 2022 yang lalu. Keputusan dalam pengambilan kebijakan
yang dilakukan oleh pejabat berwenang dalam pemerintahan daerah Kabupaten Karo
menunjukkan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam proses lesson-drawing dilakukan
secara umum oleh pejabat.

Kabupaten Karo terpilih sebagai salah satu daerah yang akan mengimplementasikan
Kota Cerdas. Pemerintah Kabupaten Karo telah menyelenggarakan kegiatan persiapan
untuk menyusun rencana induk kota cerdas yang dimulai pada bulan Agustus sampai bulan
November tahun 2021 (Dinas Kominfo Kabupaten Karo, 2021). Adapun dasar hukum
pelaksanaan rencana ini adalah MoU antara Dirjen Aplikasi dan Informatika Kemkominfo RI
dengan Pemkab Karo tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City).

Pembangunan kota cerdas merupakan pembangunan yang sebenarnya sangat sulit
bagi pembuat kebijakan terutama menyangkut keselarasan antara kesepahaman pusat
dengan daerah. di dalam rencana induk ini sendiri terdapat salah satu konflik dengan
regulasi lain yang justru adalah bagian utama dari tujuan kota cerdas yaitu Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE

mengatur bahwa arsitektur SPBE pemerintah daerah berpedoman dengan arsitektur SPBE
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nasional (Pasal 12 ayat (1)) yang kemudian akan dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri
sesuai arsitektur yang telah disusun sebelumnya (Pasal 18 ayat (3)). Pelaksanaan peraturan
ini dilaksanakan pemerintah Kabupaten Karo dengan Perbup 5 Tahun 2022 Pasal 18 ayat 1
dimana tiap perangkat daerah mengelola aplikasi instansi sesuai bidangnya masing-masing
(Das Sollen). Hal ini bertolak belakang dengan dokumen Rencana Induk Kota Cerdas
Pemkab Karo halaman 70 paragraf keempat.

Policy transfer atau transfer kebijakan adalah konsep umum yang merujuk kepada
pengetahuan tentang institusi, kebijakan, sistem pengatur atau pengantar dalam suatu
sektor dan/atau level pemerintahan yang digunakan dalam pembangunan institusi,
kebijakan, sistem pengatur atau pengantar pada level pemerintahan di negara yang
berbeda (Evans, 2004). Transfer kebijakan mengacu kepada sebuah proses dimana
pengetahuan tentang kebijakan, susunan administrasi, institusi dan sebagainya pada suatu
tempat atau waktu yang digunakan dalam pengembangan kebijakan, susunan administratif
dan institusi di tempat dan/atau waktu yang berbeda (Dolowitz dan Marsh, 1996). Teori ini
akan menjelaskan Faktor yang menyebabkan banyaknya permasalahan ini dipengaruhi oleh
beberapa hal: program smart city yang masih terlalu kompleks, tujuan yang tidak jelas
dengan apa yang menjadi targetnya, dan terutama masih sedikitnya informasi yang
diperoleh dari kebijakan yang telah dilaksanakan ditempat lain (Rose, 1991).

Pada ranah akademis, penelitan-penelitan terdahulu yang dilakukan di luar negeri
mengkaji permasalahan dari aspek fundamental smart city, seperti kajian dinamika dari segi
sosio-teknis antara manusia dengan teknologi yang mengubah institusi tradisional oleh
akibat dampak teknologi baru (Keon et al, 2016). Seperti penelitian-penelitian di negara
Indonesia masih condong mengkaji smart city dari aspek empirikal seperti penyelesaian
permasalahan publik menggunakan konsep-konsep kota cerdas (Ramadhana, 2019). Oleh
karena itu masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian terutama aspek fundamental
yang menyangkut esensi kota cerdas itu sendiri.

Penelitian-penelitian sebelumnya condong meneliti apa dampak ataupun manfaat
setelah dijalankannya kebijakan smart city di suatu kota, padahal definisi smart city itu
sendiri belum secara objektif dan universal dapat dipahami semua negara-negara dunia.
Oleh karena itu, penelitian ini juga berusaha untuk menelusuri makna bagaimana proyeksi
pemerintahan Kabupaten Karo akan menghadapi konsep smart city itu sendiri dan uraian
bagaimana perspektif dari pemerintah daerah serta tantangan Pemkab Karo dalam
menjalankan rencana tersebut. Sebab, dalam rencana induk Kota Cerdas yang akan

dilaksanakan terkhusus Kabupaten Karo yang merupakan suatu kebijakan yang baru bagi
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wilayah pemerintahan yang masyarakatnya cenderung tradisional dan agraris serta begitu

banyaknya tantangan dan hambatan baik segi internal maupun eksternal.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam
mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun
rekayasa manusia, dan lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, serta
keterkaitan antar kegiatan (Sukmadinata, 2011). Data primer dalam penelitian ini adalah data
yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan dokumen-dokumen asli yang
dikeluarkan oleh pihak pemberi informasi atau tangan pertama. Data sekunder adalah data
yang secara tidak langsung diperoleh peneliti melalui perantara baik dari orang lain, buku,
dokumen-dokumen terkait, internet dan data terkait yang mendukung lain.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara, studi literature, dan
studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan siapa yang terlibat, mengapa
pemerintahan melakukan pembangunan Smart City, serta bagaimana rencana induk kota
cerdas di Kabupaten Karo sehingga dengan demikian penelitian ini menggunakan analisis
induktif, yaitu proses pembahasannya untuk menemukan pola-pola, tema, dan kategori
berasal dari data, bukan ditentukan sebelum pengumpulan dan analisis data (Patton, 1990).
Analisis data menggunakan pada tiga alur kegiatan yaitu : reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 2007 : 20).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses perencanaan Smart City berdasarkan studi yang dilakukan oleh Djunaedi,dkk
(2018:30) yang mencakup : (1) studi awal perencanaan, (2) pembentukan tim penggerak, (3)
diagnosis komprehensif, (4) perumusan solusi multisektoral, (5) dan rencana implementasi
dimana didalamnya termasuk pemilihan proyek apa saja yang akan dilaksanakan dan
langkah implementasinya. Tahapan terakhir adalah evaluasi namun karena saat ini proyek
pembangunan smart city masih baru mulai serta adapun evaluasi yang dilakukan
pemerintah masih secara parsial belum secara keseluruhan agenda proyek, maka tahapan
ini tidak dibahas.

Inisiasi perencanaan Smart City di Kabupaten Karo diawali oleh adanya aspirasi dari
pejabat organisasi perangkat daerah. Dokumen Panduan Penyusunan Masterplan Smart
City yang diisukan Kemkominfo (2017: 24) menganjurkan bahwa pembentukan tim

penggerak sebagai langkah pertama. Namun kenyataan lapangan menunjukkan bahwa
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pembentukan tim penggerak hanya dapat dilakukan apabila pimpinan kepala daerah telah
menerima masukan dari inisiator sebelumnya dan menyetujui. Kemudian adanya Dewan
Smart City merupakan lembaga multi-pihak yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang
bertugas untuk membantu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi sebagai
pengelola smart city.

Diagnosis multisektroal komprehensif adalah sebuah kajian yang melibatkan seluruh
sektor-sektor pemerintahan menganalisis tantangan mewujudkan Smart City. Hasil
diagnosis yang dikeluarkan oleh kemudian dirumuskan kedalam solusi-solusi multisektoral.
Dalam hal ini terbagi menjadi dua yaitu solusi konseptual yang merupakan berbagai
rangkaian-rangkaian solusi untuk menyelesaikan masalah dan solusi digital yaitu tindakan
implementasi dari solusi konseptual sebelumnya. Solusi-solusi ini dituangkan kedalam
Rencana Induk Smart City Kabupaten Karo. Adapun rencana-rencana aksi didalamnya juga
merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Karo. Solusi-solusi konseptual itu dituliskan
kedalam bentuk rencana strategi-strategi dan solusi digital kedalam bentuk rencana aksi.

Bentuk-bentuk program smart governance yang merupakan hasil rencana strategis
organsisasi perangkat daerah Pemerintah Daerah Karo kemudian menyusunnya dalam ke
dalam format Smart City yang diterima dari proses transfer berbentuk bimbimngan teknis.
Tujuan utama smart governance di Kabupaten Karo saat ini adalah penerapan penggunaan
teknologi secara meluas di seluruh aspek dan instansi pemerintahan.

Berdasarkan teori Dolowitz dan Marsh (2000) dalam menganalisis transfer suatu
kebijakan dapat dinilai dari enam point yaitu: (1) aktor yang terlibat, (2) alasan dilakukannya
policy transfer, (3) apa yang ditransfer, (4) darimana suatu kebijakan ditarik, (5) derajat
transfer yang diterima, (6) faktor penghambat. Inisiasi pembangunan Smart City di
Kabupaten Karo dimulai dari inisiatif oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karo. Pejabat daerah dalam kasus ini
Kepala Bappedalitbang memulai inisiatif wacana tentang Smart City. Diskusi yang dilakukan
pada awalnya bersifat informal dan /obbying.

Policy transfer atau transfer kebijakan adalah konsep umum yang merujuk kepada
pengetahuan tentang institusi, kebijakan, sistem pengatur atau pengantar dalam suatu
sektor dan/atau level pemerintahan yang digunakan dalam pembangunan institusi,
kebijakan, sistem pengatur atau pengantar pada level pemerintahan di negara yang
berbeda (Evans, 2004). Transfer kebijakan mengacu kepada sebuah proses dimana
pengetahuan tentang kebijakan, susunan administrasi, institusi dan sebagainya pada suatu
tempat atau waktu yang digunakan dalam pengembangan kebijakan, susunan administratif

dan institusi di tempat dan/atau waktu yang berbeda (Dolowitz dan Marsh, 1996).
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Mengenai tujuan, arah pembangunan Smart City ternyata juga sangat ditentukan oleh
bagaimana para pejabat publik menginterpretasikan Smart City dan menilainya dengan
kesiapan serta potensi daerah. Konsep smart governance di Kabupaten Karo tidak
sepenuhnya bertolak ukur dari gagasan bahwa Kabupaten Karo harus seperti kota-kota
besar canggih dengan sistem administrasi yang canggih di luar negeri melainkan
menanamkan pola pikir yang inovatif khususnya bagi aparatur pemerintah daerah dalam
menciptakan program di bidangnya masing-masing. Kerangka kerja Smart City bukan
sebagai patokan permanen, tetapi sebagai wadah pembuat kebijakan meletakkan
program-program pemerintah daerah di dalamnya.

Model Smart City di pemerintahan Indonesia mengadopsi dari Citiasia Center for
Smart Nation (Citiasia Incorporation.) Perusahaan yang bergerak di konsultan manajemen
dan pengembangan Smart City ini berlokasi di Jakarta. Model kota cerdas Citiasia Inc diatas
menggunakan referensi dari model Boyd Cohen. Pada model Cohen, pemenuhan kota
cerdas yang mencakup smart living, smart economy, smart people, smart governance,
smart mobility, dan smart environment, sehingga pembangunan suatu kota cerdas tidak
semata-mata hanya di terfokus di satu aspek saja.

Perbedaannya hanya sedikit khusus pada smart governance mencakup partisipasi
dalam pengambilan keputusan, layanan publik dan kemasyarakatan, transparansi tata
kelola pemerintahan, strategi dan perspektif politik. Smart governance berarti tujuan
terciptanya keterbukaan informasi dan akses layanan publik yang merata.

Dalam dimensi smart governance, kedua model tersebut memang memiliki kesamaan
namun setidaknya terdapat perbedaan khususnya di letak subdimensi. Pada model Citiasia
Inc, smart governance memiliki subdimensi layanan publik, kebijakan, dan birokrasi.
Sedangkan model Cohan, smart governance memiliki subdimensi layanan-online,
infrastruktur, dan pemerintahan yang terbuka. Tetapi perbedaan ini tidak terlalu signifikan
karena pada sasaran smart governance di Kabupaten Karo telah menggunakan model

Cohen juga sebagai targetnya.

Tabel 1. Perbandingan Subdimensi Model CCSN dan Model Cohen

Subdimensi model Smart Sacaran Subdimensi Smart City
City di Indonesia (CCSN) Model Cohen
Meningkatnya pelayanan Administrasi
Masyarakat Layanan Online
Layanan Publik Meningkatnya pelayanan perizinan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas
. Infrastruktur
infrastruktur perumahan dan
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permukiman

Menurunnya risiko bencana

Meningkatnya daya saing birokrasi

Birokrasi Meningkatnya akuntabilitas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pemerintahan terbuka
Meningkatnya akses masyarakat

Kebijakan :
terhadap perencanaan publik

Model yang digunakan pemerintah tersebut menggunakan referensi dari model
kematangan Smart City dari model International Data Corporation (IDC). Secara ringkas,
model IDC mengemukakan bahwa kematangan pembangunan kota cerdas bukan diukur
dari sejauh mana level kota berada tetapi berfokus pada usaha-usaha apa yang harus
dilakukan agar dapat menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Model IDC membagi kematangan
ke 5 level yaitu:

1. Ad hoc: bersifat sektoral, taktis, dan masih diukur dari keberhasilan implementasi
teknologi,

2. Oportunistik Kolaborasi antar sektor, mulai melibatkan stakeholder, dan berdasar
pada rencana strategis

3. Berulang Proyek sudah mulai berulang-ulang, dampak semakin meluas, serta
perubahan budaya dan penggunaan aset semakin terlihat

4. Dikelola Baik: Menjadi keseharian dengan lancanya sistem terintegrasi, mampu
membuat peramalan akan masalah di masa depan. dan sistem yang responsif

5. Optimal: Platform Smart City sudah berkelanjutan, telah tercipta diferensiasi, dan
kegiatan inovasi sudah berkelanjutan

Untuk saat ini instrumen kebijakan yang digunakan di pemerintah daerah Karo masih
sebatas perangkat daerah dan regulasi Perbup Nomor 52 Tahun 2022 itu sendiri.
Berdasarkan model yang digunakan dan dibandingkan dengan model IDC, maka
pemerintah daerah Kabupaten Karo khususnya di aspek smart governance harus
melibatkan instrumen-instrumen lain seperti akademisi, konsultan kebijakan publik, dan
organisasi sukarela yang bergelut di pembangunan administrasi pemerintahan.

Kemudian adanya, derajat transfer merupakan istilah yang mengacu pada seberapa
banyak suatu pemerintahan menerima, serta cara mengadopsi suatu materi kebijakan dari
sumber lain. Dari ketiga kategori derajat transfer yaitu: (1) copying, (2) emulation, dan (3)
combination, proses transfer kebijakan smart governance Kabupaten Karo berada di
derajat combination, yaitu penggabungan dari konsep Smart City dengan renstra OPD

daerah.
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SIMPULAN

Proses berjalannya transfer kebijakan bukan dinilai sebatas apakah pemerintah
menerima atau tidak, melainkan bagaimana kebijakan yang baru dapat di-internalisasi
kedalam kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu penelitian yang berfokus pada dinamika
bagaimana suatu kebijakan diadaptasi pada suatu pemerintahan perlu ditingkatkan lagi
dari banyak pihak. Jadi, celah penelitian (research gap) pada proses pembangunan smart
city di kota maupun di kabupaten yaitu bagaimana cara birokrat setempat dapat
menerima ide kebijakan dari luar dapat ditelaah sebagai bahan kajian pembangunan

daerah.
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